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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

Pelanggaran Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang disebabkan oleh ketidakhati-hatiannya dalam

menjalankan tugas dan kewajiban seharusnya dikenakan sanksi disiplin profesi dan sanksi administrasi,

karena merugikan masyarakat walaupun hal tersebut bukanlah murni kesalahannya. Pokok permasalahan

dalam tesis ini adalah mengenai keabsahan dari Akta Jual Beli yang dipalsukan oleh Pegawai PPAT;

tanggung jawab PPAT tersebut kepada pegawainya yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum; dan

tanggung jawab kepada para pihak dalam Akta Jual Beli yang dipalsukan oleh pegawainya. Bentuk metode

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, sedangkan tipe

penelitian dari tesis ini apabila dilihat dari bentuknya adalah penelitian preskriptif. Akibat dari pemalsuan

Akta Jual Beli tersebut, maka tidak dapat terpenuhinya syarat otentisitas suatu akta otentik, sehingga akta

tersebut terdegradasi dan kehilangan kekuatan pembuktian sempurnanya menjadi akta bawah tangan.

Tanggung jawab dari PPAT terhadap pegawainya yang melakukan tindak pidana pemalsuan Akta Jual Beli

adalah sampai kepada tanggung jawabnya melaporkan tindak pidana pegawainya tersebut kepada pihak

berwenang. Sedangkan Terhadap para pihak yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum dari

pegawainya, seorang PPAT dapat bertanggung jawab secara administratif, pidana, dan perdata. PPAT

diharapkan untuk lebih mawas dan berhati-hati dalam menjalankan jabatan dan kewenangannya, serta

mendidik, melatih dan menanamkan nilai-nilai kode etik dan peraturan jabatan PPAT kepada seluruh

pegawainya.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

Violations upon an incumbency of a Land Titles Registrar (PPAT) that is caused by his carefulness in

carrying out his duties and obligations should be subject to professional discipline and administrative

sanctions, even though it's not the PPAT's fault. Falsification in the Sale and Purchase Deed is not only done

by the PPAT, sometimes it's also done by the Employees. The main problem in this thesis is regarding the

validity of the Sale and Purchase Deed that was forged by PPAT's Employee. Also, the responsibility of the

PPAT both to its employee who did unlawful act, and to the aggrieved parties on the deed that was forged

by the PPAT's employee. The form of the research method used in this study is a normative juridical

research method, while the type of research of this thesis when seen from its form is a prescriptive research.

As a result of the falsification of the Sale and Purchase Deed, the authenticity requirements of an authentic

deed cannot be fulfilled, so that the deed is degraded to an underhanded deed. The responsibility of the

PPAT to the employee who commit the crime of falsification is to report the criminal acts to the police.
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Whereas with respect to the parties who are harmed due to unlawful acts, PPAT can be held responsible

administratively, criminally and civilly. PPAT is expected to be more careful carrying out their positions and

authorities, as well as educating, training and instilling the values of a good PPAT to their employees.


